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ABSTRAK 

Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial adalah lembaga yang diberikan amanat 

langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A 

dan 23B, yang secara Konstitusional sama-sama mempunyai kewenangan dalam 

pengawasan dan penegakan terhadap kode etik hakim. kedua lembaga ini bekerja sama 

dalam pengawasan terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung sebagai pengawas internal 

sedangkan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Akan tetapi Meskipun Komisi 

Yudisial dalam Undang-Undang di jelaskan Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri 

tetapi Kewenangan Komisi Yudisial Ini hanyalah sebatas rekomendasi belaka dan masih 

sering terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam 

penegakan kode etik. 

Negara ini adalah negara yang menjujung integritas terhadap badan peradilan, 

untuk mneciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas sangatlah penting adanya 

sebuah pengawasan terhadap lembaga peradilan yang ada di Indonesia terutama terhadap 

Hakim, karena hakim adalah Ujung tombak untuk terciptanya peradilan yang jujur dan 

bersih. Skripsi dengan judul Impilikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial Dalam penegakan Kode etik (studi atas Undang-Undang Komisi Yudisial 

Nomor 18 Tahun 2011) dengan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan 

Komisi Yudisial dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim menurut Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2011 dan bagaimana implikasi yuridis terkait dualisme 

kewenangan penegakan kode hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dimana suatu kegiatan yang 

mengkasi aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) yang 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan 

implikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan 

kode etik hakim. 

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Komisi Yudisial 

adalah lembaga yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam 

pengawasan dan penegakan kode etik hakim, akan tetapi kewenangan tersebut 

hanyalah bersifat rekomendasi yang diberikan kepada Mahkama Agung untuk tindak 

lanjut dari penjatuhan sanksi, dan dalam kewenangannya ini Komisi Yudisial dinlai 

Kurang kuat, karena hanya sebatas rekomendasi saja, dan terkadang bahkan tidak 

dilakuakn tinda lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial 

dengan dalil Komisi Yudisial telah masuk kedalam teknis yudisial. 
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